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PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 

KECAMATAN SERBA JADI 

DESA TANJUNG HARAP 
  Jln. Dolok Masihul –Lubuk Pakam 

          Kode Pos : 20985 

 

                  Tanjung Harap, …………………….2019 

Nomor :18.52.9/……../……../2019.   Kepada , 
  Yth, Bupati Serdang Bedagai 
Sifat : Penting.        Cq,Kepala DPMPD 
         Kabupaten Serdang Bedagai 
Lamp : 1 (satu) berkas 
         di – 
Hal : Penyampaian LPPDesa    Tempat. 
   Akhir Masa Jabatan  
 

Sehubungan dengan berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa Tanjung Harap 

Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai , maka dengan ini kami 

sampaikan kepada Bapak, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Masa 

Akhir Jabatan Kepala Desa Tanjung Harap Kecamatan Serba Jadi  sebagaimana 

terlampir. 

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami 

ucapkan terima kasih. 

     Kepala Desa Tanjung Harap 

     Kecamatan Serba Jadi  

 

 

     AHMAD ZAIN NASUTION  

 

 

 

 

Tembusan : 

1. Yth. Bupati Serdang Bedagai (sebagai laporan)  
2. Yth. Camat Serba Jadi 
3. Pertinggal. 
 



 
 

 

KATA PENGANTAR 

 

 Berdasarkan ketentuan Pasal 48 huruf b, dan pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, 

bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada 

akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum 

berakhirnya masa jabatan.  

 

 Dimaklumkan, bahwa penyusunan LPP Desa akhir masa jabatan  ini penulisan dan 

kualitasnya kurang lah baik karena kami juga masih dalam tahap belajar selama 

terbentuknya Kabupaten Serdang Bedagai dan terbentuknya Kecamatan Serba Jadi yang 

terkukuhkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Perubahan Nomenklatur Kecamatan Bangun Purba menjadi Kecamatan Silinda dan 

Kecamatan Galang menjadi Kecamatan Serba Jadi. Untuk itu, kami sangatlah menyadari 

bahwa Laporan LPP Desa ini masih terdapat kekurangan baik dari kualitas penulisannya 

maupun kualitas pemenuhan data yang terkait. Namun kami berkomitmen, untuk terus 

memperbaiki kualitas laporan ini di masa mendatang. 

 

 Semoga LPP Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Tanjung Harap ini dapat 

digunakan oleh Bupati atau Camat atau Instansi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai 

terkait, sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan sebagai 

bahan pembinaan lebih lanjut. 

 

 

        Tanjung Harap,……………………..2019   

        Kepala Desa Tanjung Harap  

        Kecamatan Serba Jadi  

 

 

        AHMAD ZAIN NASUTION  
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LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 

(LPPD) MASA AKHIR JABATAN  

DESA TANJUNG HARAP KECAMATAN SERBA JADI 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakatnya sendiri 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam ketentuan Pasal 48 huruf b, dan pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa wajib 

menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada 

Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Pembangunan Desa.   

Kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan tugas-

tugas pemerintahan desa merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa selaku 

pimpinan Pemerintahan Desa, agar seluruh kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

dapat diketahui oleh Bupati, Camat, BPD dan masyarakat. 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh kegiatan manajemen 

pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai kewenangan desa, baik dalam aspek 

penetapan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, koordinasi, 

serta pengendalian dan pengawasan. 

 

 

 

 

 

 

 

1. 



 
 

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah laporan yang dibuat oleh 

Kepala Desa mengenai seluruh perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan 

Permusyawaratan Desa untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan atau 

stakeholders terkat (Bupati, Camat, BPD dan masyarakat). 

Sesuai dengan urgensi penyampaian laporan, laporan penyelenggaraan 

pemerintahan desa wajib disampaikan secara teratur atau sewaktu-waktu (seperti laporan 

mingguan, laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, laporan akhir tahun 

atau laporan akhir masa jabatan Kepala Desa). 

Tujuan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan adalah 

: 

1. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Desa (khususnya Kepala Desa) 

mengenai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa kepada stakeholders atau 

pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. 

2. Sebagai sumber informasi resmi bagi : 

 Bupati dan Camat dalam menilai kinerja Pemerintah Desa (khususnya Kepala Desa) 

serta dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan 

pemerintahan desa. 

 Anggota BPD dalam mengetahui kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan 

melakukan upaya bersama-sama Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 

 Pengurus lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam upaya meningkatkan 

kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan upaya meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk 

berpartisipasi dalam proses pengelolaan pembangunan desa. 

 Pihak-pihak terkait lainnya (seperti lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia 

usaha atau perguruan tinggi) dalam mendukung peningkatan kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 
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Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 

tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, jenis-jenis laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah  

a. Laporan Kepala Desa, terdiri dari : 

 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yakni Laporan 

penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa, yang meliputi 

seluruh kegiatan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada dan 

pelaksanaan keuangan desa, serta pelaksanaan tugas-tugas dan alokasi keuangan dari 

pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama 1 tahun anggaran. 

 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa (LPPD 

akhir Masa Jabatan) yakni laporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala 

Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, 

yang meliputi seluruh penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan 

desa yang ada dan pelaksanaan keuangan desa, serta pelaksanaan tugas-tugas dan 

alokasi keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten 

selama 6 tahun masa jabatan Kepala Desa.  

 Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa (LKPJ 

Akhir Tahun Anggaran), yakni laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan 

desa oleh Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa, yang meliputi 

seluruh kegiatan Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada dan 

pelaksanaan keuangan desa, serta pelaksanaan tugas-tugas dan alokasi keuangan dari 

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. 

 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa (LKPJ 

Akhir Masa Jabatan), yakni laporan keterangan penyelengaraan pemerintahan desa 

oleh Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD sebelum berakhirnya masa jabatan 

Kepala Desa, yang meliputi seluruh penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan 

kewenangan desa yang ada dan pelaksanaan keuangan desa, serta pelaksanaan tugas-

tugas dan alokasi keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten selama 6 tahun masa jabatan Kepala Desa. 
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 Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penginformasian  

LPPD kepada masyarakat)  

yakni laporan informatif penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa 

kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada 

rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa, yang meliputi informasi pokok-pokok 

penyelenggaraan pemerintahan desa, yang disampaikan melalui media/pengumuman 

resmi. 

 Laporan keuangan BPD adalah laporan administratif pengelolaan keuangan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) setiap tahun anggaran yang disampaikan kepada 

Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. 

A. GAMBARAN UMUM 

1. Kondisi Geografis 

Desa Tanjung Harap terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 30-50 meter diatas 

permukaan laut. Parameter iklim meliputi curah hujan dan hari hujan, suhu/temperature 

udara, kelembaban udara, kecepatan dan arah angin, dan lama penyinaran matahari. 

  Menurut penggolongan tipe curah hujan menurut Schmidt dan Ferguson, daerah 

studi termasuk dalam iklim tipe A dengan sector curah hujan rata-rata bulanannya lebih 

besar dari 100 mm. 

  Hal ini berarti bahwa keseluruhan bulan termasuk dalam bulan basah dengan nilai Q 

berkisar antara 0 – 14%.Curah hujan dan banyaknya hari hujan di Kabupaten Serdang 

Bedagai berdasarkan stasiun pengamatan Sampali, dapat dilihat dalam table berikut ini. 

Bulan Tahun 2018 

Curah Hujan (mm) Hari Hujan 

Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
Nopember 
Desember 

53 
15 

121 
153 
121 
62 

219 
257 
247 
438 
233 
194 

7 
5 

23 
13 
15 
11 
19 
17 
23 
20 
23 
19 

Rata-rata 176 16 
Sumber : Serdang Bedagai dalam Angka, 2018 
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 Berdasarkan data di atas, curah hujan tertinggi di Serdang Bedagai jatuh pada Bulan 

Oktober yakni sebesar 438 mm, sedangkan hujan bulanan terendah jatuh pada Bulan Februari 

yakni 15 mm. Sedangkan banyaknya hari hujan jatuh pada Bulan Maret, September, dan 

Nopember yakni 23 hari, dan hari hujan terendah jatuh pada Bulan Februari yakni sebanyak 

5 hari. 

  Data suhu udara yang ada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2018 

dari Stasiun Sampali diketahui bahwa fluktuasi  udara tidak terlalu besar. Data suhu 

udara/Sektor udara selama Tahun 2018 disajikan dalam table berikut ini. 

 

Bulan Suhu Rata-Rata 
(Dari 3 kalipengamatan : 

Pukul 7.00, 13.00 dan 18.00 ) 

Januari 
Februari 

Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli 

Agustus 
September 

Oktober 
Nopember 
Desember 

26,9 
26,6 
26,5 
27,3 
27,5 
27,3 
26,8 
26,9 
27,0 
26,7 
26,7 
26,2 

Rata-rata 26,8 
 Sumber : Serdang Bedagai dalam Angka, 2018 

  Untuk suhu udara di kabupaten ini dari pengukuran lapangan tercatat suhu udara 

pada tahun 2018 dengan suhu tertinggi jatuh pada Bulan Mei yakni sebesar 27,5 0C, dan 

terendah jatuh pada Bulan Desember yakni sebesar 26,2 0C. 

Kelembaban udara rata – rata di wilayah studi dari data tahun terakhir berkisar antara 

82 %, rata – rata nimum pada bulan Januari dan Maret.Data disajikan pada data di bawah. 

Data kecepatan angin di wilayah studi dari pengamatan Stasiun Sampali tahun 2014 -

2019 terakhir tergolong rendah, yakni berkisar antara 1.43 m/det. Arah angin pada musim 

kemarau cenderung bergerak dari arah barat laut ke utara, dan pada musim hujan cenderung 

dari arah tenggara dan selatan. 
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Lama penyinaran matahari di wilayah studi rata–rata per bulan berkisar antara 48, 

dimana penyinaran maksimum terjadi pada bulan Mei dan penyinaran minimum terjadi 

pada bulan Januari, sedangkan besarnya penguapan rat – rata per bulan yakni 3,81 mm / 

hari. Secara rinci disajikan pada Tabel berikut ini. 

 

No Unsur iklim Satuan Hasil pengukuran 

1 
2 
3 
4 

Kelembaban Udara 
Penyinaran Matahari 
Kecepatan Angin 
Penguapan 

% 
% 

m/det 
mm/det 

82 
48 

1,143 
3,81 

Sumber : Serdang Bedagai dalam Angka, 2018 

 

 Desa Tanjung Harap mempunyai batas – batas wilayah sebagai berikut : 

 

 Sebelah Utara berbatas dengan  : Desa Serba Jadi 

 Sebelah Selatan berbatas dengan  : Desa Kuala Bali dan Desa Karang 

             Tengah 

 Sebelah Timur berbatas dengan  : Desa Perkebunan PTPN III  

   Sarang Giting  

 Sebelah Barat berbatas dengan  : Desa Manggis 

 

Jarak  DesaTanjung Harap  dengan : 

 Ibu Kota Propinsi Sumatera Utara (Medan)  : ±  62  Km 

 Ibu Kota Kabupaten Serdang Bedagai (Sei Rampah)  : ±  40  Km 

 Ibu Kota Kecamatan  : ±  3 Km 

 

2. Gambaran Umum Demografis 

Perkembangan Penduduk Desa Tanjung Harap 5 Tahun terakhir.  

A. Tahun (2014) jumlah penduduk Desa Tanjung Harap sebanyak 2.867 Jiwa dengan rincian 

sebagai berikut : 

NO DUSUN JLH KK 
JENIS KELAMIN 

JUMLAH 
LK PR 

1 I 226 300 405 705 

2 II 178 310 235 545 

3 III 167 267 300 567 

4 IV 114 173 179 352 

5 V 199 353 345 698 

 Jumlah 880 1403 1464 2867 
Sumber : Data Kependudukan Desa, per Desember 2014 
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B. Tahun (2015) jumlah penduduk Desa Tanjung Harap sebanyak 2.892 Jiwa dengan rincian 
sebagai berikut : 

NO DUSUN JLH KK 
JENIS KELAMIN 

JUMLAH 
LK PR 

1 I 226 308 415 723 

2 II 178 314 238 552 

3 III 167 267 300 567 

4 IV 114 173 179 352 

5 V 199 353 345 698 

 Jumlah 883 1415 1477 2892 
Sumber : Data Kependudukan Desa, per Desember 2015 
 

C. Tahun (2016) jumlah penduduk Desa Tanjung Harap sebanyak 2.902 Jiwa dengan rincian 
sebagai berikut : 

NO DUSUN JLH KK 
JENIS KELAMIN 

JUMLAH 
LK PR 

1 I 226 308 415 733 

2 II 178 314 238 552 

3 III 167 267 300 567 

4 IV 114 173 179 352 

5 V 199 353 345 698 

 Jumlah 883 1415 1477 2902 
Sumber : Data Kependudukan Desa, per Desember 2016 

D. Tahun (2017 ) jumlah penduduk Desa Tanjung Harap sebanyak 2.912 Jiwa dengan rincian 
sebagai berikut : 

NO DUSUN JLH KK 
JENIS KELAMIN 

JUMLAH 
LK PR 

1 I 226 318 425 743 

2 II 178 314 238 552 

3 III 167 267 300 567 

4 IV 114 173 179 352 

5 V 199 353 345 698 

 Jumlah 882 1425 1487 2912 
Sumber : Data Kependudukan Desa, per Desember 2017 

E. Tahun (2018) jumlah penduduk Desa Tanjung Harap sebanyak 3.044 Jiwa dengan rincian 

sebagai berikut : 

NO DUSUN JLH KK 
JENIS KELAMIN 

JUMLAH 
LK PR 

1 I 226 368 414 782 

2 II 178 332 285 617 

3 III 167 287 308 592 

4 IV 114 173 179 352 

5 V 199 353 345 698 

 Jumlah 894 1513 1531 3.044 

Sumber : Data Kependudukan Desa, per Juni 2018 
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F. Tahun (2019) jumlah penduduk Desa Tanjung Harap sebanyak 3.044 Jiwa dengan rincian 

sebagai berikut : 

NO DUSUN JLH KK 
JENIS KELAMIN 

JUMLAH 
LK PR 

1 I 226 348 374 722 

2 II 178 332 285 617 

3 III 167 287 308 592 

4 IV 114 173 179 352 

5 V 199 353 345 698 

 Jumlah 884 1493 1491 2984 

Sumber : Data Kependudukan Desa, per Juni 2018 

 

 Kepadatan Penduduk 

Kepadatan Penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk terhadap luas lahan atau luas 

daerah. Kepadatan Penduduk dinyatakan dengan satuan jiwa/KM2  sebagai catatan, 1 Km2  = 

100 Ha atau 1 Ha = 1/100 Km2 . 

Jika jumlah penduduk tahun 2014 diperbandingkan dengan luas lahan dapat 

menggambarkan kepadatan penduduk ,yaitu : 918/3 x 1 jiwa/ Km2  = 306  jiwa/ Km2  .Angka 

ini menggambarkan bahwa setiap I Km2  lahan desa Tanjung Harap memiliki 306 jiwa. 

Dengan demikian, desa ini tergolong berpenduduk sedang. 

 

 Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin 

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut umur, ternyata jumlah penduduk laki-laki 

lebih sedikit daripada jumlah penduduk perempuan. Perkawinan pada usia muda (17-19) 

tahun masih sering terjadi di desa cukup banyak mereka setelah menikah kemudian pihak 

laki-laki meninggalkan istri merka untuk merantau beberapa lama, terutama setelah terjadi 

kelahiran anak pertama. 

Adapun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan seperti Tabel berikut ini. 

NO DUSUN KK LK PR JUMLAH 

1 I 226 368 782 782 

2 II 178 332 617 617 

3 III 167 287 592 592 

4 IV 114 173 352 352 

5 V 199 353 698 698 

JUMLAH 876 884 1513 3.044 

Sumber : Data Kependudukan Desa, per Juni 2019  
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  Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

Pada Umumnya sebagian besar penduduk Desa Tanjung Harap mengenyam 

pendidikan SD dan SLTP. Namun demikian, sejak tahun 2000-an mulai banyak penduduk 

desa ini mengenyam pendidikan SLTA, bahkan di Perguruan Tinggi. Meningkatnya taraf 

pendidikan ini dikarenakan adanya peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk 

menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan grafik dapat tingkat 

pendidikan masyarakat Desa Tanjung Harap sebagai berikut: 

 

 

 

Sumber : Data Kependudukan Desa, per Juni 2019  

 

  Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan 

Sebagian besar penduduk Desa Tanjung Harap bermata pencaharian sebagai buruh 

dan petani, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, berdagang dan sebagian 

terkecil sebagai Pegawai Negeri. 

Sebagian  besar bangunan rumah penduduk berupa bangunan permanen, sedangkan 

sebagian lainnya merupakan bangunan semi-permanen dan sangat sedikit sekali yang non-

permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang sudah 

membaik. 
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                                   Sumber : Data Kependudukan Desa, per Juni 2019  

 

  Komposisi Penduduk Menurut Etnis/Suku 

Sebagian besar penduduk Desa Tambak Tanjung Harap bersuku jawa, dengan grafik 

dapat dilihat sebagai berikut. 

 

 

 

Sumber : Data Kependudukan Desa, Per juni 2019 

  Komposisi Penduduk Menurut Agama 

Sebagian besar penduduk Desa Tambak Tanjung Harapberagama Islam, dengan grafik 

dapat dilihat sebagai berikut. 
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                                   Sumber : Data Kependudukan Desa, Per Juni 2019 

 
  Kondisi Ekonomi 

Sebagian  besar bangunan rumah penduduk berupa bangunan permanen, sedangkan 

sebagian lainnya merupakan bangunan semi-permanen dan sangat sedikit sekali yang non-

permanen.  

 

Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang sudah 

membaik. 

Kondisi ekonomi Desa digambarkan dari potensi unggulan daerah.Secara umum 

potensi andalan di Desa Tanjung Harap adalah pada 16ector pertanian. Secara rinci kondisi 

ekonomi di Desa Tanjung Harap dapat diuraikan sebagai berikut : 

Potensi Ungulan yang ada di Desa Tanjung Harap adalah Potensi Perkebunan dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Luas areal  perkebunan Sawit     : 200  Hektar  

2. Luas areal Perkebunan Karet    : 15  Hekter 

3. Luas areal perkebunan Kakao     : 15 Hektar 

4. Luas areal perladangan     : 113 Hektar  

5. Luas areal perumahan     : 78 Hektar  
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BAB II 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 

 

 VISI DAN MISI 

a. Visi Desa Tanjung Harap 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang 

diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Tanjung 

Harap ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang 

berkepentingan di Desa Tanjung Harap seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, 

tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan 

kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.Maka 

berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Tanjung Harap adalah: 

”UNGGUL, INOVATIF, BERTANGGUNG JAWAB DAN BERKELANJUTAN” 

Selain itu demi mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan 

adanya sumber daya manusia yang berkualitas baik (sehat, Cerdas dan produktif) serta 

memanfaatkan secara bijak potensi alam namun tetap mengutamakan pelestarian fungsi 

lingkungan sebagai upaya menjaga kualitas sumber daya alam harus dilakukan 

 

b. MISI 

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu 

pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut.Visi 

berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di 

operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya 

menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa 

Tanjung Harap, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Tanjung Harap adalah: 

1. Membangun tata pemerintahan desa yang baik dengan memberdayakan perangkat 

desa dan berprinsipkan keterbukaan, bertanggung jawab dan partisipasi masyarakat. 

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berkelanjutan. 

3. Memanfaatkan dan mengembangkan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. 

4. Meningkatkan SDM Aparatur Pemerintah Desa yang Propesional 

5. Meningkatkan Kwalitas Pelayan Publik 

 

 

12. 

 

 



 
 

6. Menciptakan Kondisi Wilayah Yang Bersih, Indah, Nyaman, (BRIMAN) 

7. Meningkatkan Fungsi Koordinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

8. Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Desa 

9. Meningkatkan Potensi Wilayah Berbasis Lingkungan Hidup 

10. Meningkatkan Kwalitas perencanaan Pembangunan yang Partisifatif 

11. Menggali dan meningkatkan pendapatan Asli Daerah 

 

 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA 

 Srategi pembangunan desa menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan desa, 

prinsip–prinsip dasar yang menjadi pedoman serta kerangka berfikir yang melatarbelakangi 

upaya pencapaian visi dan misi yang akan dilakukan Berdasarkan strategi tersebut 

selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah kebijakan keuangan desa 

kebijakan umum dan program pembangunan . 

 Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan , maka 

pemerintahan desa menempuh stategi sbagai berikut . 

NO SRATEGI KEBIJAKAN 

1 Meningkatkan system 

pengelolaan pemerintahan 

yang baik 

Menembangkan kemampua aparat desa 

dalam pengelolaan pemerintahan. 

2 Memberdayakan lembaga – 

lembaga kemasyarakatan 

agar lebih berfungsi dalam 

pengelolan pembangunan  

1. mengikutsertakan dan 

memfungsikan lembaga – lembaga 

kemasyarakatan desa dalam setiap 

kegiatan desa. 

2. membangun hubungan yang baik 

antara pemerintahan desa, BPD dan 

Masyarakat  

3 Peningkatan jumlah dan 

kualitas sarana dan prasarana 

perekonomian desa 

1. Membangun/memperbaiki jalan– 

jalan usaha tani 
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 PRIORITAS DESA 

Program Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya untuk melaksanakan 

strategi dan kebijakan Pemerintahan Desa. Program pembangunan merupakan proses 

penentuan jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu 

rencana tindakan pembangunan. 

Kegiatan pembangunan merupakan penjabaran rinci tentang langkah – langkah 

yang diambil untuk menjabarkan program. Penjabaran kegiatan memiliki tingkat kerincian 

yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana diuraikan dalam program. Dalam RPJMDes 

kegiatan pembangunan masih bersifat indikatif (bersifat perkiraan, sehingga belum 

operasional dan belum sampai pada perhitungan teknis). 
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BAB III 

KEWENANGAN DESA 

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA 

1. Pelaksanaan Kegiatan 

a. Pada Tahun 2015, Desa Tanjung Harap melaksanakan kegiatan yang bersumber dari 

Dana Desa, D ana Alokasi Dana Desa , Dana bagi hasil pajak dan Retribusi daerah 

kabupaten /Kota sebagai berikut : 

- Belanja Aparatur Desa 

- Belanja Pemberdayaan dan Publik 

Sedangkan untuk kegiatan yang tidak bersumber dari ADD, antara lain: 

 Administrasi Kependudukan 

 Perizinan dan Pajak 

 PBB Target      = Rp. ………………….. ,- 

 Realisasi       = Rp. …………..……….,- 

 

b. Pada Tahun 2016, Desa Tanjung Harap melaksanakan kegiatan yang bersumber dari 

Dana Desa, D ana Alokasi Dana Desa , Dana bagi hasil pajak dan Retribusi daerah 

kabupaten /Kota sebagai berikut : 

- Belanja Aparatur Desa 

- Belanja Pemberdayaan dan Publik 

Sedangkan untuk kegiatan yang tidak bersumber dari ADD, antara lain: 

 Administrasi Kependudukan 

 Perizinan dan Pajak 

 PBB Target      = Rp. 86.141.760  ,- 

 Realisasi       = Rp. 50.486.941 ,- ( 58,61%)  

 

c. Pada Tahun 2017, Desa Tanjung Harap melaksanakan kegiatan yang bersumber dari 

Dana Desa, D ana Alokasi Dana Desa , Dana bagi hasil pajak dan Retribusi daerah 

kabupaten /Kota sebagai berikut : 

- Belanja Aparatur Desa 

- Belanja Pemberdayaan dan Publik 
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Sedangkan untuk kegiatan yang tidak bersumber dari ADD, antara lain: 

 Administrasi Kependudukan 

 Perizinan dan Pajak 

 PBB Target      = Rp. 79.351.882  ,- 

 Realisasi       = Rp. 64.996.048  ,- ( 81,91%)  

 

d. Pada Tahun 2018, Desa Tanjung Harap melaksanakan kegiatan yang bersumber dari 

Dana Desa, D ana Alokasi Dana Desa , Dana bagi hasil pajak dan Retribusi daerah 

kabupaten /Kota sebagai berikut : 

- Belanja Aparatur Desa 

- Belanja Pemberdayaan dan Publik 

Sedangkan untuk kegiatan yang tidak bersumber dari ADD, antara lain: 

 Administrasi Kependudukan 

 Perizinan dan Pajak 

 PBB Target      = Rp. 84.139.382  ,- 

 Realisasi       = Rp. 42.378.703 ,- 

 

e. Pada Tahun 2019, Desa Tanjung Harap melaksanakan kegiatan yang bersumber dari 

Dana Desa, D ana Alokasi Dana Desa , Dana bagi hasil pajak dan Retribusi daerah 

kabupaten /Kota sebagai berikut : 

- Belanja Aparatur Desa 

- Belanja Pemberdayaan dan Publik 

Sedangkan untuk kegiatan yang tidak bersumber dari ADD, antara lain: 

 Administrasi Kependudukan 

 Perizinan dan Pajak 

 PBB Target      = Rp. 82,328,086 ,- 

 Realisasi s/d Bulan Juli     = Rp. 11.914.824  ,- 
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2. Tingkat Pencapaian 

1. Realisasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut : 

NO Uraian Kegiatan Anggaran/ 

Capaian 

Realisasi Persentase 

Capaian 

A Dana Transfer   ,- 100 % 

 Dana Desa 270.109.000 270.109.000,- 100 % 

 Bagi Hasil Pajak 27.773.000 25.102.544,- 84 % 

 Alokasi Dana Desa 161.506.000 161.506.000,- 100 % 

 Dana Hibah 

Pemerintah Pusat 

 ,-  

 Lain Lain Pendapatan 

Desa Yang Sah 

 ,-  

B Adm. Kependudukan    

 Pembuatan KTP    

 Pembuatan Akte 

Kelahiran 

   

 Pembuatan Sertifikat 

Tanah (SK Camat) 

   

 Surat Pindah    

 Surat Surat Lainnya    

C Perizinan dan Pajak    

 PBB Rp. …………...,-   Rp. ………….,- ……………..% 
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2. Realisasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2016 sebagai berikut : 

NO Uraian Kegiatan Anggaran/ 

Capaian 

Realisasi Persentase 

Capaian 

A Dana Transfer   ,- 100 % 

 Dana Desa 601.773.000 601.773.000,- 100 % 

 Bagi Hasil Pajak 26.277.900 19.570.349,- 84 % 

 Alokasi Dana Desa 323.115.500 323.115.500,- 100 % 

 Dana Hibah 

Pemerintah Pusat 

 ,-  

 Lain Lain Pendapatan 

Desa Yang Sah 

 ,-  

B Adm. Kependudukan    

 Pembuatan KTP    

 Pembuatan Akte 

Kelahiran 

   

 Pembuatan Sertifikat 

Tanah (SK Camat) 

   

 Surat Pindah    

 Surat Surat Lainnya    

C Perizinan dan Pajak    

 PBB Rp. 86.141.760 ,-   Rp. 50.486.941,- 58,61 % 
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3. Realisasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 sebagai berikut : 

NO Uraian Kegiatan Anggaran/ 

Capaian 

Realisasi Persentase 

Capaian 

A Dana Transfer    

 Dana Desa 766.657.144 766.657.144,- 100 % 

 Bagi Hasil Pajak 40.003.996 40.003.996,- 100 % 

 Alokasi Dana Desa 321.406.143 321.406.143,- 100 % 

 Dana Hibah 

Pemerintah Pusat 

 ,-  

 Lain Lain Pendapatan 

Desa Yang Sah 

7.146.063 7.146.063 ,- 100 % 

B Adm. Kependudukan    

 Pembuatan KTP    

 Pembuatan Akte 

Kelahiran 

   

 Pembuatan Sertifikat 

Tanah (SK Camat) 

   

 Surat Pindah    

 Surat Surat Lainnya    

C Perizinan dan Pajak    

 PBB Rp. 79.351.882,-   Rp. 64.996.048,- 81,91 % 

 

*) 100% realisasi DD,BHP,ADD. 
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4. Realisasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 sebagai berikut : 

NO Uraian Kegiatan Anggaran/ 

Capaian 

Realisasi Persentase 

Capaian 

A Dana Transfer    

 Dana Desa 669.385.955 669.385.955,- 100 % 

 Bagi Hasil Pajak 45.363.738 45.363.738,- 100 % 

 Alokasi Dana Desa 325.669.654 325.669.654,- 100 % 

 Dana Hibah 

Pemerintah Pusat 

 ,-  

 Lain Lain Pendapatan 

Desa Yang Sah 

5.261.946 5.261.946,- 100 % 

B Adm. Kependudukan    

 Pembuatan KTP    

 Pembuatan Akte 

Kelahiran 

   

 Pembuatan Sertifikat 

Tanah (SK Camat) 

   

 Surat Pindah    

 Surat Surat Lainnya    

C Perizinan dan Pajak    

 PBB Rp.                    ,-   Rp.                  ,-        % 

 

*) 100% realisasi DD,BHP,ADD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  

 



 
 

5. Realisasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2019 sebagai berikut : 

NO Uraian Kegiatan Anggaran/ 

Capaian 

Realisasi Persentase 

Capaian 

A Dana Transfer    

 Dana Desa 727.616.677 436.570.006,-          % 

 Bagi Hasil Pajak 43.240.803 ……………..,-         % 

 Alokasi Dana Desa 248.906.408 99.562.563,-         % 

 Dana Hibah 

Pemerintah Pusat 

50.000.000 50.000.000,-  

 Lain Lain Pendapatan 

Desa Yang Sah 

6.409.253 6.409.253,-        % 

B Adm. Kependudukan    

 Pembuatan KTP    

 Pembuatan Akte 

Kelahiran 

   

 Pembuatan Sertifikat 

Tanah (SK Camat) 

   

 Surat Pindah    

 Surat Surat Lainnya    

C Perizinan dan Pajak    

 PBB Rp. 79.351.882,-   Rp. 64.996.048,- 81,91 % 

 

*) 100% realisasi DD,BHP,ADD. 
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3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa 

Urusan Hak Asal Usul Desa Tanjung Harap dilaksanakan oleh Pemerintah Desa 

Tanjung Harap, dan menginformasikan pelaksanaan Kegiatan Desa dengan Systen Informasi 

Desa (SID) 

 

4. Data Aparatur  Desa  

NO Nama Perangkat Jabatan Tingkat 

Pendidikan 

1. AHMAD ZAIN NST KEPALA DESA SMEA 

2. M.TAUFIK S.NST SEKRETARIS DESA SMK  

3. ARINDA YUDITA PUTRI KAUR UMUM DAN PERENCANAAN SMA 

4. YULI AGUSTINA KAUR KEUANGAN  S1 

5. A.TAUFIK R KASI KESEJAHTERAAN DAN 

PELAYANAN  

D3 

6. ZULFAN  KASI PEMERINTAHAN  SMA  

7. SUGENG PURNOMO KEPALA DUSUN   I SMP 

8. AMINUDDIN  KEPALA DUSUN   II SMA 

9. SUKADI KEPALA DUSUN  III S1 

10. ABDUL RAHMAN KEPALA DUSUN  IV SD 

11. EDY SURYA KEPALA DUSUN   V SMP 

 

 

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran  

Tahun 2015  

 

NO 

 

BIDANG 

JUMLAH  

(RP) 

1 Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa               104,376,000,- 

2 Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan 280,109,000,- 

3 Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan 15.000.000,- 

4 Kegiatan Pemberdayaan masyarakat 56,232,000,- 

JUMLAH 455, 717, 000,- 
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Tahun 2016  

 

NO 

 

BIDANG 

JUMLAH  

(RP) 

1 Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa               188.032.250,- 

2 Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan 682.032.349,- 

3 Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan 27.394.250,- 

4 Kegiatan Pemberdayaan masyarakat 47.000.000,- 

JUMLAH 944.458.849,- 

 

Tahun 2017  

 

NO 

 

BIDANG 

JUMLAH  

(RP) 

1 Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa               228.520.143,- 

2 Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan 712.718.207,- 

3 Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan 54.474.036,- 

4 Kegiatan Pemberdayaan masyarakat 93.782.960,- 

JUMLAH 1,089,495,346,- 

 

Tahun 2018  

 

NO 

 

BIDANG 

JUMLAH  

(RP) 

1 Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa               273.921.754,- 

2 Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan 577.271.535,- 

3 Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan 78.209.103,- 

4 Kegiatan Pemberdayaan masyarakat 116.192.401,- 

JUMLAH 1,045,594,793,- 
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Tahun 2019  

 

NO 

 

BIDANG 

JUMLAH  

(RP) 

1 Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa               270.240.780,- 

2 Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan 723.475.677,- 

3 Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan 41.501.484,- 

4 Kegiatan Pemberdayaan masyarakat 32.741.000,- 

JUMLAH 1,067,958,941,- 

 

6.  Proses Perencanaan Pembangunan 

Dalam pelaksanaan Pembangunan di desa Tanjung Harap, sistem Gotong Royong masih 

berjalan dan terus dipertahankan. Dalam hal ini Gotong Royong masih menjadi sarana 

kerjasama antar warga dan menjalin kebersamaan dalam pelaksanaan Pembangunan.  

Sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu diadakan musyawarah 

diantara pelaksana kegiatan beserta elemen masyarakat di tingkat Lokasi wilayah yang 

akan di bangun. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut dilaporkan ke Tingkat Desa. 

Kemudian dalam Musrenbang dimasukan kedalam agenda pembangunan dan didata 

menjadi Rencana Kerja tahunan Desa. Selanjutnya dimasukan ke dalam Rencana 

Pembangunan jangka Menengah dengan usulan dari masyarakat dan diprioritaskan 

pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan Desa. 

7. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana Desa Tanjung Harap masih kurang dan belum mencukupi. 

8.  Permasalahan dan Penyelesaian 

 Permasalahan  

- Sarana transportasi jalan yang masih belum memadai 

- Kapasitas sumber daya manusia belum memadai  

 Penyelesaian 

- Untuk melengkapi sarana dan prasarana pendukung dilaksanakan secara bertahap 

melalui pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

- Untuk meningkatan kapaasitas sumber daya manusia, dilakukan pelatihan bagi aparat 

pemerintah desa. 

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melayani masyarakat desa diharapkan 

lebih optimal sesuai kewenanganya. 
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- Lembaga- lembaga kemasyarakatan didesa dapat meningkatkan kemampuanya dalam 

hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana 

desa bersama dengan Pemerintah Desa. 

- Diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan di setiap pembangunan sarana dan prasarana 

pendapatan, kesempatan bekerja masyarakat ada. 

- Partisipasi swadaya dana dan Gotong Royong tenaga/ matrial menjadi lebih optimal. 

 

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA 

Pada tahun 2018, Desa Tanjung Harap tidak melaksanakan tugas pemerintahan yang 

diserahkan oleh Kabupaten Serdang Bedagai. 
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BAB IV 

TUGAS PEMBANTUAN 

 

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 

Tugas pembantuan yang diterima untuk Desa Tanjung Harap adalah pelaksanaan 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melaluai pendampingan Lokal Desa dan 

Kecamatan. 

 

1. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara; 

b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 

4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 

penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

c. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

d. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah nasional 2004- 2009 (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 11); 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran negara republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 

Nomor 4593 ); 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Pembangunan Desa. 

g. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Nomenklatur Kecamatan Bangun Purba menjadi Kecamatan Silinda dan 

Kecamatan Galang menjadi Kecamatan Serba Jadi. 

h. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas 

peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 05 Tahun 2018 Tentang tata cara 

perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta Dana Bagi 

Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 

2018.  
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i. Peraturan Desa  Nomor   4  Tahun 2014   Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2014-2019 

 

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 

Penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak lepas dari Pembinaan dari Pihak Kecamatan 

dan Pemerintah Kabupaten. Sesuai dengan kedudukanya Pemerintah Desa merupakan 

pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya tugas – tugas 

pembantuan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai kewenanganya, karena desa sesuai peraturan 

yang ada merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten.Secara khusus instansi pemberi 

tugas pembantuan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa 

(DPMPD) Kab. Serdang Bedagai 

 

3. Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh TPK, Tim Pemantau, dan dibawah 

pematauan BPD dan  kecamatan. 

 

4. Permasalahan dan Penyelesaian 

Sebagian perencanaan di desa dalam pelaksanaanya masih banyak kekurangan–

kekurangan. Namun hal tersebut tidak berarti suatu pekerjaan tersebut tidak selesai, 

kadang permasalahan yang timbul adalah teknis pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan 

semua anggaran yang telah tertuang dalam RPJMDes sering kali mengalami hambatan. 

Banyak rencana yang dilaksanakan masih mengalami kekurangan pembiayaan- 

pembiayaan dari dana yang dialokasikan untuk Desa Tanjung Harap Kecamatan Serba 

Jadi. Namun hal tersebut diusulkan kembali untuk masa (tahun) mendatang. 

 

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN 

Desa Tanjung Harap tidak melakukan pemberian tugas pembantuan 

1. Dasar Hukum 

2. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuankan 

3. Sumber dan Jumlah Anggaran 

4. Sarana dan Prasarana 

5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan 

6. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa 

7. Sarana dan Prasarana 

8. Permasalahan dan Penyelesaian 
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BAB V 

URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA 

 

A. KERJASAMA ANTAR DESA 

Desa Tanjung Harap dari tahun 2014 - 2019 tidak melakukan hubungan kerjasama dengan 

Desa lainnya. 

1. Desa yang diajak kerjasama 

2. Dasar Hukum 

3. Bidang Kerjasama 

4. Nama Kegiatan 

5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa 

6. Data Perangkat Desa 

7. Sumber dan Jumlah Anggaran 

8. Jangka Waktu Kerjasama 

9. Hasil Kerjasama 

10. Permasalahan dan Penyelesaian 

 

 

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA 

 

1.Mitra Yang diajak Kerjasama. 

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan non fisik sebagai contoh penyuluhan hukum, 

penyuluhan pertanian, penyuluhan kesehatan dan lainya pihak desa mengadakan hubungan 

kerjasama dengan instansi tertentu sesuai dengan bidang informasi yang akan dilaksanakan 

kegiatanya. Dari pihak desa mengadakan koordinasi dengan instansi terkait antara lain 

KUPTD Pertanian dan Peternakan, KUPTD KB, dan Puskesmas. 

 

2.  Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara; 
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b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 

4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 

penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

c. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

d. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah nasional 2004- 2009 (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 11); 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran negara republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 

Nomor 4593 ); 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Pembangunan Desa 

g. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Nomenklatur Kecamatan Bangun Purba menjadi Kecamatan Silinda dan 

Kecamatan Galang menjadi Kecamatan Serba Jadi. 

h. Peraturan Desa Tanjung Harap Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Jangka 

Menengah Pemerintah Desa ( RKPDesa).  

3. Bidang Kerjasama 

Bidang kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak lain tergantung dengan macam 

dan jenisnya. Untuk kegiatan penyuluhan, pembinaan, pememberdayaan masyarakat 

maupun pelatihan dan sebagainya, dari pihak desa mengadakan koordinasi dengan instansi 

yang berkepentingan dalam bidangnya masing- masing antara lain KUPTD Pertanian dan 

Peternakan, KB, dan Puskesmas Kecamatan Serba Jadi. 
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4.   Nama Kegiatan 

Nama kegiatan adalah kegiatan penyuluhan dan bimbingan teknis 

6. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa 

Untuk tugas yang diberikan kepada perangkat desa ataupun masyarakat desa, dari 

desa membentuk tim untuk melaksanakan suatu kegiatan baik yang dikerja samakan 

maupun yang bekerja didalam desa. Tim–tim tersebut bekerjasama dengan instansi yang 

terkait dalam bidangnya masing- masing. Tim desa terdiri dari Perangkat desa, Tokoh 

Masyarakat, Tokoh Perempuan, BPD, LPMD,Oprator  dan jumlahnya disesuaikan dengan 

kebutuhan kegiatan. 

 

7. Sumber dan Jumlah Anggaran 

Dalam melaksanakan kegiatan suatu kerjasama dana maupun anggaran diambil dari 

dana desa maupun dana dari instansi yang terkait yang diperkenankan untuk itu. Besaran 

dana tersebut disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. 

 

8. Jangka Waktu kerjasama 

Jangka waktu bekerja sama dengan pihak ketiga selama satu Satu Priode ( 6 Tahun ) . 

8. Hasil Kerjasama 

 Beberapa hasil kerja samanya adalah : 

-  meningkatnya pemahaman masyarakat dalam memelihara ternak dan hewan peliharaan 

dari kemungkinan terjangkitnya penyakit hewan 

-  meningkatnya pemahaman masyarakat dalam bercocok tanam guna meningkatkan hasil 

perkebunan.  

9. Permasalahan dan Penyelesaian 

Dalam suatu kerjasama permasalahan yang timbul biasanya karena kurang 

sepemahaman dalam pelaksanaan pekerjaan. Lokasi dan tempat juga bisa menjadi 

permasalahan. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut maka pihak yang akan diajak 

kerjasama supaya diadakan sosialisasi kepada masing- masing wilayah sebelum 

melaksanakan kegiatan tersebut. 
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 Permasalahan yang timbul di tulis dalam Berita Acara dan dimasukan ke dalam 

agenda kegiatan dimasing- masing kelompok yang akan mengadakan kerjasama. Kemudian 

dari instansi terkait diikutkan untuk memfasilitasi kejadian- kejadian tersebut. 

 

C. BATAS DESA 

 Dari tahun 2014 – 2019  tidak terjadi sengketa batas desa dengan desa-desa berbatasan 

1. Sengketa Batas Desa 

 Batas desa merupakan batas wilayah administratif didalam pemerintahan desa yang 

dikuatkan dengan perundang- undangan yang berlaku. Berikut disampaikan Batas- batas 

desa Tanjung Harap ; 

Sebelah Utara berbatas dengan   : Desa Serba Jadi 

 Sebelah Selatan berbatas dengan   : Desa Kuala Bali dan  

    Desa Karang Tengah 

 Sebelah Timur berbatas dengan   : Desa Perkebunan PTPN III  

    Sarang Giting  

 Sebelah Barat berbatas dengan   : Desa Manggis 

Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul akibat perbatasan desa diantara 

beberapa desa yang berkepentingan diadakan sosialisasi. 

 
2. Penyelesaian yang dilakukan 

Didalam kehidupan bermasyarakat permasalahan sangat komplek dan bervariasi. 

Jenis permasalahan akibat batas desa di desa Tanjung Harap belum ada permasalahan yang 

menonjol. Karena di masing- masing desa sudah ada sosialisasi diantara beberapa desa 

kepada masyarakat. Untuk menjaga hal- hal yang tidak diinginkan maka Pemerintah Desa 

Tanjung Harap mengadakan Sosialisasi pada masyarakat tentang batas desa dan yang 

sejenisnya. 

 
3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa 

Untuk tugas yang pembantuan dalam mengantisipasi permasalahan batas desa, 

pihakPemerintah Desa memberikan tugas kepada perangkat desa dan dibantu masyarakat 

desa setempat yang berkepentingan dengan hal tersebut,  
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di desa di bentuk tim untuk melaksanakan suatu kegiatan baik yang dikerjasamakan maupun 

yang bekerja didalam desa. Tim – tim tersebut bekerjasama dengan instansi yang terkait 

dalam bidangnya masing- masing. Tim desa terdiri dari Perangkat desa, Tokoh Masyarakat, 

Tokoh Perempuan, BPD, LKMD dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan. 

Untuk menguatkan Tim tersebut Kepala Desa membuat Keputusan Desa tentang 

pengangkatan Tim tersebut. 

 
4. Data Perangkat Desa 

Sudah termuat dalam Bab III Kewenangan Desa. 

 

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 

Desa Tanjung Harap dari tahun 2014-2019 tidak mendapatkan ataupun mengalami 

bencana. 

 

2. Bencana yang terjadi dan penanggulanganya 

Untuk penanggulangan bencana alam yang akan terjadi,  dalam keadaan darurat 

koordinasi dengan Instansi terkait dioptimalkan dalam rangka penanganan bencana tersebut.    

 
3. Status Bencana 

Pelaksanaan penanggulangan bencana di desa Tanjung Harapakan dibentuk Forum 

Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM ).  Tim tersebut bertugas mengkoordinir penanganan 

bencana alam dan sejenisnya dengan instansi yang terkait. Anggota tim terdiri dari Perangkat 

Desa, Lembaga Desa, Bidan Desa dan Tokoh Masyarakat. Koordinasi dilakukan dengan 

melihat jenis bencana yang terjadi. Apabila bencana alam tersebut terjadi dan tidak bisa bisa 

diatasi oleh pihak Tim Desa maka pihak desa berkoordinasi dengan pihak Kecamatan untuk 

diteruskan ke Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan bencana di Kabupaten Serdang 

Bedagai. 

Penanganan bencana tersebut melihat Status Bencana dan serta bahaya dan 

penanggulangannya. Dalam keadaan demikian Koordinasi dengan instansi terkait sangat 

diperlukan. 
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3. Sumber dan Jumlah Anggaran 

Dalam penanganan semua Bencana Alam memerlukan biaya,  di Desa Tanjung Harap 

Anggaran untuk penanganan bencana dituangkan kedalam APBDesa tetapi belum 

dianggarkan . Namun apabila terjadi bencana Pemerintah Desa akan mencairkan karena 

keadaan darurat, dana yang diambil sumbernya dari Pendapatan Asli Desa. Dan apabila 

terjadi dan tingkat kerusakan bencana tersebut besar maka biaya penanganan tersebut 

diserahkan pada Pihak Kabupaten.   

 
4. Antisipasi Desa 

Dalam mengantisipasi kejadian bencana alam FKDM  desa Tanjung Harap 

menyediakan alat tanda bahaya Kentongan dan peralatan sederhana lainya.   Kepala Dusun 

diwajibkan melapor apabila terjadi bencana alam maupun bencana yang lainya kepada 

FKDM atau Aparat Desa setempat. Dan dilaporkan kepada Instansi terkait dan yang 

berkepentingan.  

5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa 

Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam, petugas yang melaksanakan 

kegiatan tersebut dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa. 

 
6. Kelembagaan yang dibentuk 

 Kelembagaan di Desa Tanjung Harap dalam kaitanya dengan tugas penanganan 

bencana alam dibentuk dengan Keputusan Desa. Lembaga tersebut bertanggung jawab 

kepada Kepala Desa, dan pihak desa selanjutnya berkoordinasi dengan Pihak Kecamatan 

Serba Jadi. 

 
9. Potensi bencana yang terjadi 

Keadaan geografis Desa Tanjung Harap topologi berbukit, potensi bencana yang 
terjadi adalah longsor, angin ribut, kekeringan dimusim kemarau. 

 
 
E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

1. Gangguan Yang terjadi 

Dalam melaksanakan ketertiban umum, di desa Tanjung Harapakan dibentuk Forum 

Komunikasi Ketertiban Masyarakat ( FKTM ).  
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Dari tahun 2014 - 2019 gangguan keamanan yang disebabkan oleh pencurian ada namun 

tidak begitu besar. Kerukunan masyarakat terjaga walaupun imbas program bantuan kepada 

masyarakat terjadi kecemburuan sosial, namun hal tersebut dapat diatasi dan diadakan 

pembinaan dan pemahaman tentang program bantuan dari pemerintah yang ditujukan 

kepada warga miskin desa. 

2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa 

Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Desa Tanjung Harap membentuk tim 

yang bertugas menyelesaikan permasalahan. Baik perselisihan warga maupun kejadian 

lainya. Tim tersebut terdiri dari Linmas, FKTM dan unsur perangkat Desa Tanjung Harap. 

Dalam penanganan permasalahan disetiap palaksanaanya dibuat Berita Acara dan 

dilaporkan ke Muspika Kecamatan Serba Jadi. 

 
4. Penanggulangan dan Kendalanya 

Penanggulangan ketertiban umum sering kali mendapat hambatan, disini dijelaskan 

bahwa dalam pelaksanaan proses mendamaikan perselisihan warga sering kali pihak 

Pelaksana mendapat kecaman maupun yang lainya. Namun dalam hal ini tidak menjadi 

permasalahan yang berarti bagi tim tersebut. 

Kendala yang ada biasanya dalam teknis menyelesaikan sengketa warga. Karena 

keterbatasan Tim pelaksana dan apabila terjadi permasalahan yang serius koordinasi dengan 

pihak Muspika Kecamatan jarak tempuhnya  (2,5 km). 

4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan 

 Dalam menyelenggarakan Ketertiban umum, pihak Pemerintah Desa Tanjung Harap 

selalu berkoordinasi dengan Muspika Kecamatan Serba Jadi.  Terutama dengan BABINSA 

Dan BABINKAMTIBMAS. 

 
5. Sumber dan Jumlah Anggaran 

 Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dalam APBDesa tidak 

dicantumkan.Tetapi untuk kegiatan sosialisai Ketertiban Umum dicantumkan, Mengingat 

permasalahan tersebut sifatnya lokal maka Pemerintah desa hanya membantu seadanya 

dalam penyediaan Anggaran Dana untuk program tersebut.Anggaran tersebut mengikuti 

dengan melihat kejadian yang ada. 
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BAB VI 

CAPAIAN KEBERHASILAN  

TAHUN 2014 – 2019 

 

1. TAHUN 2014  

NO BIDANG  KEGIATAN  

1. 
 

BIDANG PEMERINTAH DESA  
 

- Operasional Pemerintah Desa  
- Penunjang Kegiatan BPD dan 

Kelembagaan Desa  
- Oerasional BPD  
- Rehab Kantor Kepala Desa  
- Terbangunnya Pagar Kantor 

Desa  

2. PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA   

- Terlaksananya Kegiatan 
Peningkatan Kesehatan 
Masyarakat Desa  

- Pembangunan Infrastruktur 
Prasarana sosial berupa : 

 Pos Posyandu  

 Tugu Dusun V  
- Honor guru paud  
- Operasional kader posyandu  
- Operasional PKK  
- Bimtek aparatur pemerintah 

desa 
- Bimtek Lembaga Desa  
- Bimtek BPD  

 

2. TAHUN 2015 

NO BIDANG  KEGIATAN  

1. 
 

BIDANG PEMERINTAH DESA  
 

- Operasional Pemerintah Desa  
- Penunjang Kegiatan BPD dan 

Kelembagaan Desa  
- Oerasional BPD  
- Pengadaan Mobiler Pemerintah 

Desa Berupa :  

 Komputer  

 Kamera  

 Printer  

 Meja  

 Lemari  

2. BIDANG PEMBANGUNAN DESA   - Rehab Gedung Kantor Desa  
- Terbangunnya Jalan Rabat 



 
 

Beton Dusun III  
3. BIDANG PEMBINAAN 

MASYARAKAT DESA  
- Kegiatan Pemuda Karang 

Taruna  
- Intensif Kader Posyandu  
- Intensif Kader PKK  
- Intensif Kader LKMD  
- Intensif Bilal Mayit  
- Intensif Penggali Kubur  

4. BIDANG PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT  

- Bimtek Aparatur Pemerintah 
Desa  

- Bimtek Lembaga Desa  
- Bimtek BPD  
- Bantuan Tenda STM untuk 5 

Dusun  di Desa Tanjung Harap 
- Terbentuknya Sistem Informasi 

Desa    

 

3. TAHUN 2016 

NO BIDANG  KEGIATAN  

1. 
 

BIDANG PEMERINTAH DESA  
 

- Operasional Pemerintah Desa  
- Penunjang Kegiatan BPD dan 

Kelembagaan Desa  
- Oerasional BPD  
- Rehabilitasi Kantor Desa  
- Pengadaan Mobiler Pemerintah 

Desa Berupa :  

 Laptop  

 Meja  

 Lemari  

 Kipas Angin  

 Jaringan Internet  

 Handy Cam  

2. BIDANG PEMBANGUNAN DESA   - Renovasi Balai Desa  
- Rabat Beton Jalan Dusun I 

Menuju Dusun III dan IV  

3. BIDANG PEMBINAAN 
MASYARAKAT DESA  

- Kegiatan Pemuda Karang 
Taruna  

- Intensif Kader Posyandu  
- Intensif Kader PKK  
- Intensif Kader LKMD  
- Intensif Bilal Mayit  
- Intensif Penggali Kubur  

4. BIDANG PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT  

- Bimtek Aparatur Pemerintah 
Desa  

- Bimtek Lembaga Desa  
- Bimtek BPD  
- Dusun  di Desa Tanjung Harap 
- Desa Memiliki Website yang di 

Kelola TIM Sistem Informasi 
Desa    

 



 
 

 

 

4. TAHUN 2017 

NO BIDANG  KEGIATAN  

1. 
 

BIDANG PEMERINTAH DESA  
 

- Operasional Pemerintah Desa  
- Penunjang Kegiatan BPD dan 

Kelembagaan Desa  
- Oerasional BPD 
- Belanja Mobiler BPD Berupa:  

 Kursi  

 Meja    
- Rehabilitasi Kantor Desa  
- Belanja Mobiler Pemerintah 

Desa Berupa :  

 Kipas Angin   

 Genset  

 Gorden Jendela 

 Kursi Rapat / 
Musyawarah 

 1 Set Sound System Aula 
Desa   

2. BIDANG PEMBANGUNAN DESA   - Terbangunnya Jalan Rabat 
Beton Depan Masjid Dusun II 
Sepanjang 143 M x 3  

-  Rabat Beton Jalan Dusun IV 
Menuju Dusun V Sepanjang 
1075 M x 3 M  

- Renovasi Tugu Plank Kantor 
Desa  

- Terpasangnya Lampu Jalan 500 
Wat Sebanyak 25 Unit, 5 Unit 
perdusunnya 

- Rehabilitasi Balai Desa  
  

3. BIDANG PEMBINAAN 
MASYARAKAT DESA  

- Belanja Seragam Karang Taruna   
- Bantuan Logistik Keagamaan  
- Dilaksanakannya Turnamen 

Olah Raga  
- Belanja Kostum Olah Raga 5 

Dusun  
- Pemberian Alat Nasyd untuk 5 

Dusun Guna Peningkatan 
Kegiatan Kesenian  

- Intensif Penggali Kubur  
- Pengadaan Laptop Tutor PAUD   
- Terlaksananya Kegiatannya 

Pemberian Makan Tambahan 
dan Vitamin untuk Anak anak 
melalui Posyandu  

- Penambahan Mobiler Posyandu  
-  



 
 

4. BIDANG PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT  

- Bimtek Aparatur Pemerintah 
Desa  

- Bimtek Lembaga Desa  
- Bimtek BPD  
- Bimtek PKK  
- Bantuan Alat-alat Perlengkapan 

Industri Rumahan Keripik 
Pisang Gosong  

- Bimtek TKPKDesa  
- Perawatan Internet Desa  
- Pelatihan Anyaman Lidi PKK 

 

5. TAHUN 2018  

NO BIDANG  KEGIATAN  

1. 
 

BIDANG PEMERINTAH DESA  
 

- Operasional Pemerintah Desa  
- Penunjang Kegiatan BPD dan 

Kelembagaan Desa  
- Oerasional BPD 
- Rehabilitasi Kantor Desa  
- Juara 1 Lomba Desa Tingkat 

Kabupaten 
- Persipan Lomba Desa Tingkat 

Provinsi  
- Kunjungan Kerja Kemendagri  
- Penetapan Pilot Project 

Permen/Perbup tentang 
Kewenangan Desa berdasarkan 
hak dan asal usul 

- Bimtek Aparatur Pemerintah 
Desa  

- Bimtek BPD dan Lemabaga 
Desa  

- Pengadaan Alat Dapur Kantor  
- Pengadaan Laptop dan Printer 

BPD  
- Pengadaan Komputer 

Perpustakaan  
- Pengadaan Laptop dan Printer  

Kantor Desa  
- Kamera DSLR  
- Tripod  

  

2. BIDANG PEMBANGUNAN DESA   - Terbangunnya Jalan Gang 
Dusun V Panjang 75 x 2 M  

- Jalan Tanah Wakaf Dusun I dan 
II  Sepanjang 51 M x 2 M  

- Terbangunnya Sarana Olah 
Raga Volly Desa  

- Perkerasan Jalan Sertu Dusun V 
Menuju Dusun IV panjang 740 
X 3 M 

-  Terbangunnya Lening Parit 



 
 

Jalan Dusun V sepanjang 567 M  
- Terbangunnya Rabat Beton 

Jalan Ujung Dusun I Menuju 
Dusun II Panjang 253 x 3 M  

3. BIDANG PEMBINAAN 
MASYARAKAT DESA  

- Pengadaan Kursi STM taiap 
Dusun  

- Perayaan Hari Besar 17 Agustus 
- Turnament Olah Raga  

4. BIDANG PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT  

- Bimtek Aparatur Pemerintah 
Desa  

- Bimtek Lembaga Desa  
- Bimtek BPD  
- Bimtek PKK  
- Perawatan Internet Desa  

 

Oq. 

6. Per Januari S/d Juni 2019  

NO BIDANG  KEGIATAN  
1. 
 

BIDANG PEMERINTAH DESA  
 

- Operasional Pemerintah Desa  
- Penunjang Kegiatan BPD dan 

Kelembagaan Desa  
- Oerasional BPD 
- Bimtek Aparatur Pemerintah 

Desa  
- Kunjungan Kerja Kepala Desa 

Ke Kemendagri   
  

2. BIDANG PEMBANGUNAN DESA   - Perkerasan Sertu Jalan Dusun 
III Pustu menuju SD Inpres 
Dusun IV  

- Perkerasan Sertu Jalan Gang 
dusun III  

- Rehabilitasi Kantor Desa  
- Terbangunnya Perpustakaan 

Desa  

3. BIDANG PEMBINAAN 
MASYARAKAT DESA  

- Perayaan Hari Besar 17 Agustus  
-  

4. BIDANG PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT  

- Kegiatan Posyandu  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB VII 

PENUTUP 

 

Keberhasilan pelaksanaan Pemerintahan di Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana 

komitmen dan konsistensi Pemerintah dan Masyarakat Desa  saling bekerjasama di Desa. 

Keberhasilan Pemerintahan, Pembangunan,Kemasyarakatan dan Pemeberdayaan yang 

dilakukan  oleh kepala Desa secara partisipatif mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan sampai 

pada Monitoring  evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pemerintahan di Desa. 

Sebaliknya  permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul 

manakala  seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.  

Diharapkan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) akhir masa 

jabatan ini benar-benar  dapat memotivasi Kepala Desa untuk berperan mengajak, 

memberdayakan masyarakat untuk kemajuan Desa. yangberorientasi pada kebutuhan riil 

masyarakat akan mendorong percepatan  pembangunan skala desa menuju kemandirian 

desa.  

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) akhir masa jabatan kepala desa  

ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya. 

 

WabilLahi Taufiqwalhidayah... 

Assalamualaikum warahmatullahi wabaraktuh 

 

Kepala Desa Tanjung Harap  

Kecamatan Serba Jadi  

 

 

AHMAD ZAIN NASUTION 

 

 

 

 


